
WA'.UKOTA MADIUN 

PERATURAN WAUKOTA MADIUN 
NOMOR 29 TAHUN 2017 

TENTANG 
PEMANFAATAN SURPLUS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

PUSKESMAS KOTA MADIUN 

Menlmbang 

Menglngat 

WAUKOTA MADIUN, 

a. bahwa dengan dttetapkannya Puskesmas Kota Madlun sebagai 

Badan Layanan Umum dengan status penuh, maka dapat 

memanfaatkan surplus anggaran ; 

b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penggunaan surplus 

anggaran dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 109 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

pedoman teknls Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum 

Daerah perlu mengatur pemanfaatan Surplus Anggaran Badan 

Layanan umum Daerah Puskesmas Kota Madlun ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dlmaksud 

huruf a dan huruf b, per'lu menetapkan Peraturan Wallkota 

Madlun tentang Pemanfaatan Surplus Anggaran Badan Layanan 

umum Daerah Puskesmas Kot:a Madlun ; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 te.ntang Perbendaharaan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemertksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 

S. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saklt ; 

6. undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemei'lntahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 
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8. Peraturan Pemerintah Norhor 23 Tahun 2005 tent:ang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012; 

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

keuangan dan Klnerja Instansi Pemerintah ; 

11. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

dlubah beberapa kall terakhir dengan Peraturan Menter! Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sadan Layanan Umum Daerah ; 

MEMllTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WAUKOTA MADIUN TENTANG PEMANFAATAN 

SURPLUS ANGGARAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
PUSKESMAS KOTA MADIUN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Wallkota lnl yang dimaksud dengan : 

L Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madlun. 

3. Walikota adalal'I Wallkota Madiun. 

4. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dlsingkat BLUD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Llngkungan Pemerlntah 

Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah dan cllbentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyedlaan barang 

dan/atau jasa yang dljual tanpa mengutamakan mencarl 

keuntungan, dan dalam melakukan keglatannya didasarkan 

pada prlnslp efisiensi dan produktifitas. 
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s. Pusat Kesehatan Masyarakat dertgan jarlngannya, yang 

selanjutnya dlsebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis 

Dlnas Kesehatan dan Ketuarga Berencana yang 

bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas 

pembangunan kesehatan di wllayah keljanya, mellputl, 

Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas 
Pemoantu dan Puskesmas Kelillng. 

6. Kepala Puskesmas adalah Kepala pada maslng-masing 

PUskesmas selaku plmpinan Badan L.ayanan Umum Daerah 
Puskesmas. 

7. Surplus Anggaran BLUD adalah sellslh leblh antara reallsasl 

pendapatan dan realisasl blaya BLUD pada satu tahun 
anggaran. 

BABil 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal2 

(1) Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD dlmaksudkan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. 

(2) Tujuan Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD untuk 

kepada mendukung kegiatan pelayanan kesehatan 
masyarakat 

BABm 

PEMANFAATAN 

Pasal 3 

(1) Pemanfaatan Surplus Anggaran BLUD dapat dlgunakan dalam 

tahun anggaran berlkutnya sesual kebutuhan Puskesmas 

kecuali atas perlntah Walikota disetofkan sebaglan atau 

seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan 
poslsl likuldltas BLUD 

(2) Oalam hal surplus BLUD digunakan untuk Puskesmas 

sebagalmana dlmaksUd pada ayat (1), rnaka pernanfaatannya 

dapat dlgunakan untuk : 

a. menutup deflsit jangka pendek ; 

b. rnernbayar hutang dan bunga ; 

c. memoayar ooat ; 

d. membayar makan dan minum paslen ; 
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e. membayar jasa pelayanan ; 

f. investasi pengembangan Puskesmas ; dan/atau 

g. memoayar lain-lain biaya operasional yang mendesak. 

(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g 
dapat dilaksanakan dengan ketentuan : 

a. jlka tidak dilaksanakan akan menghambat pelayanan ; dan 

b. dilaporkan terlebih dahulu kepada Walikota. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 

Peratutan Walikota ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 
pada tanggal 7 Desem ber 20 17 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

ors. MAIDI. SH. MM. M.Pd 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19610512 198803 1 010 

Dlfetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 7 Desern be r 2017 

WAUKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. W ALIKOTA MAD TUN 
SEKRETARIS DAERAH 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 
NOMOR 30/G 

u.b. 
~~~'l:l1u"'' __,IAN HUKUM 

,vn.-.11 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 


